
S A L I N A N

NOMOR  1/C, 2007

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR   2   TAHUN  2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa tarif dan jenis-jenis retribusi bidang pemakaman yang 

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 

2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 

Mayat, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perlu 

ditinjau kembali keberadaannya serta dinyatakan tidak berlaku 

dan menggantinya dengan ketentuan yang baru; 

b. bahwa  obyek  retribusi  Pelayanan  Pemakaman  Jenasah  dan 

Perijinan Tempat Pemakaman tidak hanya terbatas pada jenis-

jenis  obyek  retribusi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi 

Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenasah; 

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1950  tentang 

Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Besar  dalam 

lingkungan Propinsi Jawa-Timur,  Jawa-Tengah, Jawa-

Barat  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1954  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang 

Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1960  Nomor  104, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 2043);



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 1981    Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia                Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor  3685)  sebagaimana  telah  diubah  dengan 

Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  246, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 4048);

5. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang 

Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari 

Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845); 

6. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang 

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 

Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2004           Nomor 125, Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437) 

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang 

Nomor  8  Tahun  2005  tentang  Penetapan  Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2005  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4468);

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 3107);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 

tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  1983     Nomor  36, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 3258);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1987  tentang 

Penyediaan  dan  Penggunaan  Tanah  untuk  Keperluan 

Tempat  Pemakaman  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1987 

Nomor  29,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 3354); 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun 2000 tentang 

Kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi 

sebagai  Daerah  Otonom (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 3952); 

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun 2001 tentang 

Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2001            Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  2005  Nomor  165,  Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  1  Tahun  1978 

tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik;

16. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun 

1989  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Peraturan 
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan 

dan  Penggunaan  Tanah  untuk  Keperluan  Tempat 

Pemakaman;

17. Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  174 Tahun 

1997  tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pemungutan 

Retribusi Daerah;

18. Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  175 Tahun 

1997  tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pemeriksaan  di 

Bidang Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 

tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

20. Peraturan  Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II 

Malang   Nomor  11  Tahun  1987  tentang  Penyidik 

Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah 

Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Malang 

(Lembaran  Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II 

Malang                Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);  

21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 

tentang  Pembentukan,  Kedudukan,  Tugas  Pokok, 

Fungsi  dan  Struktur  Organisasi  Dinas  sebagai  Unsur 

Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah 

Kota Malang Tahun 2004                Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Malang 
Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Malang Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI 

PELAYANAN PEMAKAMAN.

BAB  I
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KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang  melakukan  usaha  maupun  yang  tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi 

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara  atau  Daerah  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apapun,  Firma,  Kongsi, 

Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, 

Organisasi  Sosial  Politik,  atau Organisasi  yang sejenis  Lembaga,  bentuk usaha 

tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.

5. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenasah.

6. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan 

pemakaman jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan 

yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

7. Ijin  Penggunaan Tanah Makam adalah  ijin yang diberikan  oleh Walikota  atau 

Pejabat  yang  ditunjuk  untuk  memakai  atau  menggunakan  tanah  makam  di 

lahan/tempat  pemakaman untuk memakamkan jenasah sesuai dengan tata  letak 

dan ukurannya.

8. Ijin  Penggunaan  Tanah  Makam  Tumpangan  adalah  ijin  yang  diberikan  oleh 

Walikota  atau  Pejabat  yang ditunjuk untuk  memakai  atau  menggunakan  tanah 

makam  untuk  memakamkan  jenasah  dalam  suatu  petak  tanah  makam  yang 

sebelumnya telah berisi jenasah.

9. Perpanjangan  Ijin  Penggunaan  Tanah  Makam  adalah  perpanjangan  ijin  atas 

penggunaan  tanah  makam  di  lahan/tempat  pemakaman  untuk  memakamkan 

jenasah sesuai dengan tata letak dan ukurannya yang diberikan oleh Walikota atau 

Pejabat yang ditunjuk.

10. Perpanjangan Ijin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan adalah perpanjangan 

ijin atas penggunaan tanah makam untuk memakamkan jenasah dalam suatu petak 

tanah  makam  yang  sebelumnya  telah  berisi  jenasah  yang  dikeluarkan  oleh 

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

11. Perpanjangan Ijin Pemesanan Petak Tanah Makam adalah perpanjangan ijin atas 

pemesanan petak tanah makam yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang 

5


